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BUPATI LEBONG,

bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas dan
akuntabilitas penyusunan anggaran diperlukan analisa
standar belanja scbagai alat untuk melakukan penilaian
kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan

untuk melaksanakan suatu kegiatan yang direncanakan
oleh Organisasi Perangkat Daerah;

bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Analisis Standar Belanja kabupaten Lebong.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten
Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

tentan
F'erbend_aharaan Negara (Lembaran Negara Republil-gc
Indonesia Tahun 2004 Nomeor 5, Tambahan Lembar
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); >

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 200
4 tent i
Eerencs_maan Fen'!hangunan Nasional [L.eml?ai:f g;ﬁtﬁm
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10.

11.

12.

Undang-Undang  Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antarn Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan ~ Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomaor 4438);

Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011  teniang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negarn  Republik  Indonesia Tahun 2011 Nqnmr B2,
Tambahan Lembaran Neparn Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan  (Lembaran MNegara
Republik Indonesin Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomeor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir denpan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Repubbk Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Dan
Pelaksanaan Pemerintahan Provinsi Bengkulu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34,

;‘;mbahnn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
54

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Ta
Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Republik Indonesia Nomor 4663); Lembaran Negara

hun 2006 tentang Tata

Peraturan Pemerintah Nomor 38 T
: ahun 2007
Pembagian Urusan Pemerintahan  Antarg Pf_-mée-n lang
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Sntah,
Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Repuh]ikalndﬂie;‘ﬁh
sia

Tahun 2007 Nomor 82, T
. + Tamb
Republik Indonesia Nomor 4737); s mpbein Negarn
Peraturan Pemerintah No

mor 8§
Tahapan, Tata Cara Penvusuna

Evaluasi Pelaksana
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(Lembaran Negara Republi
21, Tambahan

Nomor 481 7);

Tahun 2008 tentang
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Menetapkan : PERATURAN BUPATI

- Penyetaraan kegiatan ad

/ 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

/ Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia Nomor 5B887], sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 64032);

14, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 lentm‘_lg
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomer 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemenintah, sebagaimana t!'.*lah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Pemerintah Nomeor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56535);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negen Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

LEBONG TENTANG ANALISIS
STANDAR BELANJA KABUPATEN LEBEONG TAHUN 2021.

BAB I
RKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1.

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong
. selanjutnya disingkat QOPD adalah
Oriesi ngan Pemerintah Daerah Kabupaten

Analisis Standar Belanja, van j isi
. 1 . B selanjutnya disin
yang digunakan untuk menganalisis kl:x:ajaran gtea;aiﬂﬂ

maksimal setiap kematan ;
) yang akan
lingkungan Pemerintah Dnerah.g diaksanakan ole

af:la]ah standar
kerja atau biaya
h setiap OPD i

.. . alah pengelom .
ciri dan jenis sama atay |1Empirg gampanka;l kegiatan
rencana belanja, alam



5, wegiatan adalah sel-c‘umriulan tindakan pengerahan sumber dava 1
sumber daya manusia, peralatan dan teknologi, dan ayh Derupa
¥

wmeberapa atau semua jenis sumber daya tersebut M:na;‘rﬁun:{;:n:mam e
untuk menghasilkan keluaran (oufput] dalam bentuk barang ;1 ':5: L
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, selanjutnya disingkat TM‘f; nd;uhh T
yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh écllreta]:;
Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan
Bupati dalam rangka penyusunan APBD, yang anggotanya terdin dari

pejabat perencanaan daerah, pejabat pengelola keuangan daerah dan pejabat
lainnya sesuai kebutuhan.

BAB 11
ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 2

Pemerintah daerah menyusun ASB dalam rangka melakukan penilaian
kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan dalam rencana
kegiatan dan anggaran OFD.

Pasal 3

ASB bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan
kegiatan dan pengendalian anggaran.

Pasal 4

ASB sebagai alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang
berlaku untuk seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

(1) Setiap OPD dalam rangka menyusun rencana kegiatan dan anggaran wajib
berdasarkan pada ASB.

(2) ASB scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam lampiran Bupati
ini.

Pasal 6

(1) ASB diformulasikan dalam bentuk distribusi alokasi anggaran ke dalam
kelompok belanja.

(2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat
berdasarkan peraturan perundang-undangan vang berlaku.

(3) Apabila Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami
perubahan yang tidak mengubah substansi ASB, formulasi ASBE e

dipergunakan mendasarkan pada ASB sebagaiman .
Lampiran Peraturan Bupati ini, & a diatur dalam

(1) disusun

Pasal 7

Apabila terdapat kegiatan baru yang belum diat

: ur dalam ASB i
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2], TAPD melakukan pengkajine. b e
penyetaraan kegiatan sesuai dengan formulasi ASB yang tel J untuk
Peraturan Bupati ini. g telah diatur dalam



F g

P BAB III
//’ PENUTUP
¢ Pasal 8
peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
ggar tsiengp'lj orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
upati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.
Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 1 September 2020
% BUPATI LEBON ﬁ,f
@ H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 1 September 2020

ARIS DAERAH
KABURATEN LEBONG,

H. MUSTARANI

@ BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020 NOMOR 44
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NO JENIS PEKERJAAN KOEFISIEN / SATUAN |  MARGASATUAN e
p
28.06.01.07 PEMBUATAN PLAYGROUND / M2 —
T i — ] 158300 Kg | A0 1100,00 96246400
D e ey _ B 25000 M3 | 1003060000 | 25.096.500 00
24.01.02.15 ___|Pengurugan Pasir [PADAT) | 88000 m3 199.710,00 175744800
24.08.01.02 Pemasangan Paving Stone (Blok) Thl6 cm Merah Empat Persegi Panjang | 88,0000 m? 9247750 B.138.020,00
24080102 TR B . ) 38,9000 m - 98.88290 | 3.846.544.81
24080107 e b e A a.8000_ M3 13142890 731657432
S Jumlah 47.117.551,13 |
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